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Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan â€œ Setiap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumh dalam rumah tangga.â€• Tindak
pidana KDRT adalah tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus, dimana menurut hukum pidana positif
indonesia masalah pidana harus diselesaikan dipengadilan, namun dalam kenyataanya perkara kekerasan dalam rumah tangga
diselesaikan dengan hukum adat dan bukan dengan jalur pengadilan.
	Penulisan skripsi ini bertujuan untuk  Menjelaskan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Batak
Karo di Kecamatan Mardingding, menjelaskan Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan Bentuk-bentuk
kekerasan dalam rumah tangga.
	Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian
kepustakaan dan lapangan. Dalam mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku dan
peraturan perundang-undangan sedangkan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan
informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.
	Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa adanya kasus KDRT di Kecamatan Mardingding yang penyelesaiannya secara
musyawarah (peradilan adat) dan dalam musyawarah tersebut memuat suatu  perjanjian dan apabila isi perjanjian tersebut dilanggar
maka  pelaku KDRT harus rela apabila pihak korban melapor kepada penegak hukum dan sanksi yang diterima pelaku KDRT
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Faktor terjadinya KDRT yaitu Tidak adanya
kesepahaman antara suami istri, perjudian, kecemburuan, minuman tuak, dan budaya masyarakat yang menganggap istri juga  wajib
menafkahi keluarga. Bentuk Kekerasan yang terjadi di Kecamatan Marding-Ding dalam bentuk kekerasan fisik, penelantaran rumah
tangga, psikis dan seksual.
Disarankan kepada lembaga adat  membuat putusan dalam bentuk formal agar menjadi dasar untuk mendapatkan kepastian hukum.
Disarankan  harus ada petunjuk untuk desa tentang perkara-perkara apa saja yang diselesaikan oleh lembaga adat, dan kepada
lembaga adat supaya sanksi adat masih tetap diterapkan dan dipertahankan, sebelum melapor ke pihak yang berwajib.
